BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 147);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5
Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser
Utara.

. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

10.

11.

12.

13.

14.

Penajam Paser Utara.

. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK

adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser

Utara.

. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara.

. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten

Penajam Paser Utara.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Pengawas Fungsional BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan dan Inspektorat.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian
Kerugian Daerah.

Perangkat Daerah adalah seluruh perangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau
barang-barang Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, selain Bendahara,
Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang
melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang
mengakibatkan kerugian daerah.

Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah aparatur sipil
negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.

Pejabat Lain adalah pejabat mnegara dan pejabat
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil
Bukan Bendahara.

Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil
pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena
sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam
segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena
adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima
pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga
dan/atau barang dari pihak yang merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum
kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk
menyelesaikan Kerugian Daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses
penyelesaian Kerugian Daerah.

Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai
pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang
dan/atau jasa kebutuhan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau
perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.

Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara
saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara
Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang
sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain
yang ditunjuk.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan
melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan
kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP
adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika
dalam Pengurusannya terdapat kekurangan
Perbendaharaan, dan kepada Bendahara bersangkutan
diharuskan mengganti kerugian.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai/Pihak Ketiga dalam
kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan
menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan
melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban
sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung
ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.

TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal
SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada
Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian,
sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan
keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan
Keputusan Pembebanan.

TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal
Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada
dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu,
atau pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas
penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku
TP-TGR.

Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat
Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan
dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan
daerah.

Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat
Pelaku TGR adalah  pegawai/pihak  ketiga yang
mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik
daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

Perhitungan  Ex-Officio @ adalah  suatu  perhitungan
perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal
dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah
pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang
bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana
telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas
waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap
tidak membuat perhitungannya dan
pertanggungjawabannya.



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Upaya Damai adalah penyelesaian Pelaku TP-TGR adalah
bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang
mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang
milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan
daerah.

Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis
Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan
khusus mengenai kasus TGR.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan
pertanggungjawaban  bendahara/pegawai/pihak  ketiga
untuk mengembalikan kerugian daerah.

Piutang TPTGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah
Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung
dengan bukti SKTJM dan / atau penetapan pembebanan.

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan
yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan
hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian
daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang
dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum
final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah
terhadap Bendahara.

Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat
oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak
mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang
selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat yang dibuat oleh
Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang
pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari
keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan
Pembebanan.

Keputusan  Penghapusan adalah  keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus
kerugian daerah yang disebabkan Pegawai/Pihak Ketiga
untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan
kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk
sementara tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan
oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai/Pihak Ketiga
tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti
kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.
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50. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan

51.

oleh Bupati terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga
tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian
daerah didukung bukti setor.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian
dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

52. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji

terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk
mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara baik
langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan
merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah /Unit
Pelaksana Teknis Dinas.

Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil
Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga baik
langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan
merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit
Pelaksana Teknis.

TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas
penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;

b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam
pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau
secara tidak sah;

c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang
menjadi tanggung jawabnya dan/atau
pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;

d. tertipu, tercuri, tertodong. terampok terhadap uang yang
dalam pengurusannya; dan/atau

e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau
merusak/ menghilangkan Barang Milik Daerah yang
menjadi tanggung jawabnya.

TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang
menjadi tanggung jawabnya;

b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap Barang
Milik Daerah yang menjadi tanggung iawabnya,;

c. menaikkan harga, mengubah kualitas;



()

d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai
melaksanakan tugas belajar; dan/atau

e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu
yang telah ditentukan.

TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. tidak menepati janji atau kontrak;

b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena
kesalahannya; dan/atau

c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6
Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan
langsung;

b. aparat pengawasan internal pemerintah;

c. pemeriksaan badan pemeriksa keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara
bertanggungiawab;

f. Perhitungan Ex-Officio; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.

Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan
verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk
Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lainnya untuk melakukan
tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi
Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan:

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
BUD:

1. melaporkan kepada Bupati; dan

2. memberitahukan kepada BPK indikasi Kerugian
Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah.

b. Bupati memberitahukan kepada BPK indikasi Kerugian
Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah.



(5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Pejabat lainnya tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan Ayat (5) dikenakan
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bupati dapat melaksanakan  TP-TGR dibantu oleh
Inspektorat/ TPKD dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.

. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni
Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F, Pasal
7G, Pasal 7H, dan Pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian
Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7B

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A adalah Bupati,
atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
lingkungan Pemerintahan Daerah;

(2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD, kewenangan
untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7C

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD
sebagaimana dimaksud Pasal 7B membentuk TPKD.

(2) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.



(3)

-10 -

Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas
dan wewenang :

a. menyusun kronologis Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d

menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri
sipil bendahara, bukan bendahara, Pejabat Lain dan Pihak
Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang
membentuknya.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh

()

(1)

melalui:
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui
wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga
terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang
dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dapat meminta
pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 7D

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh
TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan
Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

(3)

kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki
hasil pemeriksaan.

(4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud

()

(6)

(1)

pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi
tersebut dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas
hasil pemeriksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 7E

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7D ayat (6) menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
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b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian
Daerah; dan

b.jumlah Kerugian Daerah.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan
uang/surat berharga/barang.

Pasal 7F

(1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7D ayat (6), sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7E ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat
yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk
melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak
disetujui.

(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7E ayat (1) disetujui, pejabat yang
diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) dan ayat (3) segera menyampaikan laporan kepada
PPKD.

Pasal 7G

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7E ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7F ayat (1) huruf a, PPKD
segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau
meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih
kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud dalam bentuk SKTJM.
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(4) SKTIJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:

a. identitas Pihak  yang Merugikan /Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/
Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka
tidak dapat ditarik kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan;
dan

c. surat kuasa menjual.

Pasal 7H

(1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7G ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau
angsuran.

(2) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian
Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
sejak SKTJM ditandatangani.

(3) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat kelalaian,
Pihak yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah
dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
SKTJM ditandatangani.

(4) Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan
masing-masing dapat menetapkan jangka waktu selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpedoman pada ketetuan perundang-undangan.

(6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(7) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh  Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban
pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan
teguran tertulis.
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Pasal 71

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7H ayat (2), ayat (3), atau
ayat (4), Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7G
ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan
laporan kepada PPKD.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan
dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
menerbitkan SKP2KS.

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat materi:

a. identitas Pihak yang  Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;

cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian
Negara/Daerah; dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Penggantian Kerugian Negara/Daerah berdasarkan penerbitan
SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 8B

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan
sita jaminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan
pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8C

(1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan
SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya SKP2KS.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/
Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk
mengganti Kerugian Daerah.

. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Bupati menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia
menandatangani SKTJM.

(2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui
Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan
dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Format SKP2KS dibuat sesuai dengan contoh format G pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) SKP2KS atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar
pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan
lainnya.

(2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana
tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan
selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.

(3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang
menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan
dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan
Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan
kekurangan  pembayarannya  diperhitungkan  melalui
pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas
Daerah.
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10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada

(2)

Bupati selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya SKP2KS.

Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang
dapat berupa memperkuat atau membatalkan SKP2KS atau
merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh
bendahara/penyimpan barang/ahli waris.

(3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan

permohonan banding, maka SKP2KS sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai
dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah
dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka
prosedur yang harus dilakukan adalah:

a.

Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP
TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan
Keuangan.

. Selanjutnya Badan Keuangan melakukan rekonsiliasi atas

laporan dimaksud.

Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD
mengusulkan  penerbitan Keputusan Bupati tentang
Pelunasan Pembebanan Kerugian.

. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian

dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta
barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku
TP.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 41

Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.

Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab
kepada Bupati.
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Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua

merangkap Anggota : Sekretaris Daerah;

b. wakil ketua I
merangkap Anggota : Asisten Administrasi Umum,;

c. wakil ketua Il
merangkap Anggota : Inspektur Inspektorat

d. sekretaris
merangkap Anggota : Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah;

e. anggota : Kepala BKPSDM.

Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota
Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat diwakilkan.

Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian
Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi
temuan  hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional,
pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala
Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah
menerima pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk
Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan
dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang
berkedudukan pada Badan Keuangan.

Kepala Kepala Badan Keuangan selaku Sekretaris Majelis
Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari:

unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
unsur Bagian Hukum;

unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah;

oo o op

unsur Inspektorat; dan

e. unsur instansi terkait.

14. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Ttd
ABDUL GAFUR MAS’UD
Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

FORMAT A
KOP SURAT SKPD
(Tempat), «ooevevevninenenennnne. 20
Kepada
Nomor
Lampiran :  .oooiiiiiiiiiiiieieene Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Perihal Laporan Kerugian Daerah

di
Penajam Paser Utara

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan
uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai
di..cooenenen. (SKPD/Instansi)  ....ccceveenenenen. =15 s DO PPN NIP.
...................... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp .......c.c..c.oceeeee.
(ceneeen dengan huruf.......... )

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang
telah kami ambil adalah :

3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan
brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan
pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang
inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
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b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;

Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;

d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan
pengeluaran barang;

e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

0

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan
barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD ................
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FORMAT B
BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Nomor : .
Pada hariini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun ................... , kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

(Pejabat Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari
Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal ........... Nomor ....coevvenenenen ; atau

Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ............ tanggal ............ Nomor ........... atau

Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal
.............. Nomor ........ccoeee (%)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

hilang / rusaknya barang daerah berupa ..................... (jenis barang) ......c.c......... (spesifikasi)
Penggunaan (SKPD) ..........cccoeenennen. ; atau (¥)

adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)
.................. senilai Rp. ..............; atau (¥)

adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada
Gudang Penggunaan (SKPD) ...l , berupa .................. (jenis barang)
....................... (spesifikasi ) sejumlah .............. (satuan) senilai Rp................ Penggunaan
(SKPD) c.evviviniiinininenenn. ; atau (%)

hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Penggunaan (SKPD) ............ ,
senilai Rp. ...coovvviiiieiniat. ; (%)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu

Nama D e
N.I.P L e
Pangkat / Gol e (er/ -2)

Jabatan e

Alamat Kantor s

Almatan Rumah e

Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);



10.

11.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan
Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun ...... Nomor ..... );

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari
Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi
Pendapatan; atau (*)

Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang
hilang; atau (*)

Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan
lpembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut;

Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..................... (jenis barang) ..........c.coeenennen
(spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ................. pada koran ............... yang terbit pada
tanggal ............ , atau daftar harga dari toko / perusahaan .................. pada tanggal
................. senilai Rp. .................. terlampir; atau (*)

Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ................. tanggal
............... senilai Rp. ............ terlampir; atau (*)

Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ............... Nomor ........... pada saat
pemeriksaan ............ SKPD .......... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara

pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang
persediaansenilai Rp. ......... (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Penajam

Paser Utara / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan
oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ........... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko /
perusahaan ................. pada tanggal .............. atau dengan perincian perhitungan sebagai
berikut (*) :
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Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

Catatan

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu
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FORMAT C

RISALAH SIDANG

Pada hari ini .........cc.coeeeeis tanggal ............. bulan ................ tahun ......c..coeveenienls , kami
yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor : .......c.coeeenienennen. Tanggal ....ccovevieiiniiiiniienenen. Tentang ...cocoveveeveniieneieneeieeenen.
telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ...................... (Kepala SKPD
dari pelaku TP-TGR) dan ................. (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian

daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
a. Jenis barang L e
b. Spesifikasi barang : .....c.c.ceiiiiiiinn.
c. Pengguna barang :........cocoiiiiiiiiiiienne.
d. Jumlah barang : ......ccccoeiiiiiiininen.
e. Nilai barang L e ; atau

- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD)
............................. senilai Rp. ...c..coocevevveeveeeeeens (-enno..dalam huruf........); atau

- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada
gudang penggunaan (SKPD) .........c.coeoiiiiiiiiinnnen. berupa :

a. Jenis barang L e

b. Spesifikasi barang : .......cooceveiiiiniinninnen.

c. Pengguna barang :........cocoiiiiiiiiiinenne.

d. Jumlah barang = ....c..ccoeiiiiiiiiin..

e. Nilai barang PPN ; atau

- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara penggunaan (SKPD) ......................
senilai Rp. «.oeveeviiiiiiii (coeerenennen dalam huruf........... )

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama EE P
NIP H PSP
Pangkat/Gol L e eaae
Jabatan H PP UPRUPRPI
Alamat Kantor PPN Telp. coeeieiiiiiiiieean,
Alamat Rumah PPN Telp. coeveeiiiiiiiiiieean,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



-24 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6322);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan
Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011,

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun ......
Nomor ..... );

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang
daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga
pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh
nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

a. Objek penilaian PPN
b. Metode penilaian L e
c. Referensi pembanding : ........cccooieiiiiiiin.

c. hasil penilaian e

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat
menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.
.................................. , adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.
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Dengan memperhatikan :

1.

Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ............... NOMOL ...evnenenennen. pada saat
pemeriksaan pada SKPD ...........c.cocoeeieniane yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara
pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan
senilai Rp. «.oooevviiiiiiiiiii

Surat Kepala SKPD ...........c........ Tanggal ......cc.ceneenee. Nomor ...ocvvvvinivenennnne. perihal laporan
kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a.

b.

Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian
bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;

sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan
upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang
menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan ............c..cooiiiiiiinl. ;

berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa
unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian
tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;

berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya
berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai
loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan,;

sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak
berbelit-belit dan konsekuen;

bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali
pelaku.

kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur
melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang

sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/berat atau
senilai ..... % dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana

tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal
sebagai berikut :

1.

Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... %
X Rp. o ,00 = RP. i ,00 ( ...dalam huruf ... ), dan
penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah
sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap
perbulan sebesar Rp......c.ccocoiiiiiiiiiinin. , dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui
Pengurus Gaji SKPD .....c.ccociiiiiiiiiiiiiiiiininn... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap
perbulan sebesar Rp.....c..cooeevevienennen. . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut

Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.

Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal .....
setiap bulannya pada Nomor Rekening ............c.cocoiiiiiiiiiiiiiiininnnn, selama ..... (bulan) mulai
bulan ............... tahun ........... sampai dengan bulan........... tahun ............

Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari
Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal ..... sudah harus menyetor ke Kas Daerah
pada Nomor Rekening .......ccccocoiiviiiiiiiiiiiiiiiniinninn. selama ..... (bulan) mulai bulan
............... tahun ...........sampai dengan bulan........... tahun ............

Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan
menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang
jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi
kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
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6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau
penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan
memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Penajam Paser Utara
dengan Tembusan Ketua Majelis, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No. NA MA INSTANSI JABAT AN DALAM TANDA
1
2
3.
3
5.

Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :

1.

2.

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

1.

2.

Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :

1.

2.
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FORMAT D

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOmMOT & i

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama TN

NIP SN

Jabatan s

Alamat Kantor: .....cooiiiiiiiiiiiii e

Alamat Rumah ..o

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya

1.

bertanggung jawab atas Lkerugian Daerah berupa hilangnya ....... (jenis barang)
.............. (spesifikasi ) Penggunaan ( SKPD ) ...............;

bertanggung jawab  sepenuhnya untuk  menyelesaikan kerugian Daerah  senilai
Rp.oiiiiiinn, (dalam huruf ), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal .......... 2012 Nomor : 020 / ....... / 042 / 2012;

bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran
pada rekening Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : ...........ccccovvviniiiinennen.
(tanda bukti penyetoran terlampir), (*)

akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji

selama ............. (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ................. , atau
diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD .......... selama ........... (bulan) dengan nilai
angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .......... ; (%)

memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan
pemotongan gaji saya sebesar Rp.................. selama (bulan);

bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupa
barang ............ (jenis barang) ............ (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang
ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya
kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa
paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, ........ccoceeeveiennnee.

Yang Menerangkan/Menyatakan,




SAKSI SAKSI :

1.

2.

3.

N.I.P

Pangkat / Gol:

Jabatan

Nama

N.I.P

Pangkat / Gol:

Jabatan

Nama

N.I.P

Pangkat / Gol:

Jabatan
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Nama P Tanda  tangan

................................. (/)
Kepala SKPD *)....ccciiiiiiiiiniinieniennen. Kabupaten Penajam Paser Utara
....................................... Tanda tangan @ ........ccceeeveeennenen.
................................. (/)

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat
Kabupaten Penajam Paser Utara

....................................... Tanda tangan @ ........ccceeeveeinnenen.

............................................................... Kabupaten Penajam Paser Utara
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FORMAT E

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama e e
N.LLP e et
Pangkat / GOl oo (/)
Jabatan :

Alamat Kantor :......c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiien Teip.  eveieiiiiiii
Alamat Rumah ... Telp. veveiieiiiiiiiea

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N am a ettt ettt et ettt ettt et
N.I.LP PPN
Pangkat/GoLl. e
Jabatan PPN
Alamat Kantor ...
Teip L ettt et e e e eaeeans

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan

................. tahun........... s/d bulan vererer..... Tahun veeereree.....S€bESAr Rp...............,00
(oo rupiah ) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
tanggal .......c.coieiiiiini, 20...., Nomor ............... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan

yang merugikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk itu hasil pemotongan gaji harus
disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada rekening Nomor

Surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi
Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib
mengalihkan haknya untukmemotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD
dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa
paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser

Yang Menerima Kuasa,
Yang Memberi Kuasa,
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FORMAT F

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama T e ettt ettt ettt
N.LLP et e et e et ettt et e eeas
Pangkat / Gol. PP PPN
Jabatan L e e et e e
Alamat Kantor e e Teip. e
Alamat Rumah ... Telp. o

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nam a N
N.I.LP L ettt a e n s
Pangkat/Gol. PP PP
Jabatan PPN
Alamat Kantor PPNt
1S4 o T P

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual,
melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang
telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai
barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang
merugikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ............... 200..., Nomor ............

Surat kuasa ini diberikan subtitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka
Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-
barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa
serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

Penajam Paser Utara,...............

Yang Menerima Kuasa, Yang Memberi Kuasa,




FORMAT G

Menimbang

Mengingat
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ............ [, YR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan  penelitian oleh Inspektorat telah
diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD
......................... , sehingga perlu menetapkan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian
Kerugian Negara dijajaran Departemen Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan
dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun ...... Nomor .....);

Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana
tersebut dalam Surat Nomor .............. tanggal ............. perihal ..., ;

MEMUTUSKAN:

Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara

............................................... (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku
Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD
....................................................................... sebesar R
(cememremeeenennens dengan huruf .......................... ) untuk disetor ke Kas Daerah;

Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum
Kesatu;

Memerintahkan kepada Kepala SKPD ........................ (tempat pelaku TP-TGR
bertugas).....c..c........ untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian
daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal ......c..ccocveiiiiiiinn..

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

(Nama Lengkap tanpa Gelar)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

AL

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... YRR 1)

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
ATAS NAMA DAERAH

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MEMUTUSKAN:

Pencatatan Kerugian Daerah Atas Nama Daerah

Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara .............. ,
Bendahara/Mantan Bendahara pada ......... (nama satuan kerja, Instansi/ Kabupaten)
sebesar Rp.......coooviiiiians (coneenenne dengan huruf........... ). 4)

Bupati atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari
keberadaan mantan bendahara tersebut pada diktum kesatu diketahui.

Apabila dalam jangka waktu 30 tahun, Bupati tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan
tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum
tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .................... 5)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
7

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Petunjuk Pengisian :

Y
%)

w

o

)}

N N L

-

Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.

Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya
ditetapkannya keputusan ini.

Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.

Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;

Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .
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FORMAT 1
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR  ...... [oenn [oeeeenn.
PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
(TP-TGR), perlu dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR);
b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat
Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul;
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser
Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2009 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun ...... Nomor ..... );

16. dst..... (menyesuaikan peraturan yang berlaku);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Majelis Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

Majelis Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud
diktum Kesatu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi;

c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang
menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk
pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin,
penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi
hambatan dan penagihan melalui instansi lain;

d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian
daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretariat TP-TGR) sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai
berikut:

a. membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan
kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas
Majelis Pertimbangan TP-TGR;

mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
membantu Mengetik dan menghimpun Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;

o o

menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
e. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR) bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
Anggaran ....... ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .........ocooveiiiiiiiiiininn.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

(Nama Lengkap tanpa Gelar)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
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4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua :  Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

merangkat Anggota

Wakil Ketua I :  Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

merangkat Anggota

Wakil Ketua II :  Asisten Administrasi Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

merangkat Anggota

Sekretaris :  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

merangkat Anggota

Anggota :  Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretariat L (diisi dari Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah)
2 e s (diisi dari Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
B (diisi dari Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah)
4o s (diisi dari Unsur Inspektorat)
s (diisi dari Unsur Instansi Tekait)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

(Nama Lengkap tanpa Gelar)
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... 2R 1)

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

MEMUTUSKAN:

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;

Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara.............. (nama,
pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*)
pada....cc.cooeiiiiiiiiiiiiinenn. sebesar Rp ....ccocvevveninnnnne. (comvemeemennenns dengan huruf..................... );
4

Menugaskan kepada Saudara ............c.c.coceeeenne. selaku Ketua TP-TGR di..........c.coeuenene.
untuk menagih dan meminta kepada Saudara...................... agar menyetor ke Kas Daerah
sejumlah kerugian daerah tersebut; 95)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .................... 6)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :



e
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Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
8

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

1

)
)

2

Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya
ditetapkannya keputusan ini.

Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian daerah yang
terjadi.

Diisi dengan nama Ketua TP-TGR dan nama instansi serta nama bendahara.
Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;

Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR ... YRR 1)
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA ............. 2)

ATAS NAMA DAERAH

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

DA e,
b 3
)
Co ettt
E
4
2 )
S
MEMUTUSKAN:
Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada .............. 2);
Menyatakan Saudara ............ , NIP. ... , Bendahara/Mantan Bendahara pada
............. (nama unit kerja, instansi/Kabupaten)...... telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi
dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp.............. (cevnennen dengan huruf ........... ) d)
Saudara .......... 2) diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana

tercantum dalam dictum kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .................... 6)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
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Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
8

SR W

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.

3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya
ditetapkannya keputusan ini.

4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;

8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR ... YRR 1)
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA ............. 2)

ATAS NAMA DAERAH

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

DAL e,
b 3
)
Co ettt
Tl
4
T )
S
MEMUTUSKAN:
Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada.............. 2);
Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. ........cccceeeennenn. (ceneemeens dengan huruf ........... ) yang
terjadi dalam pengurusan Saudara .............. , pada saat itu selaku Bendahara pada
.................... (nama instansi/kabupaten). 5)
Saudara .........ccoceveunennen. 2) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah
yang terjadi;

Membebaskan Saudara .................. 2) dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah
dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .................... 6)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
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4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. 8

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :
1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.

) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya
ditetapkannya keputusan ini.

) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.

6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;

8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .
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BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... RN 1)

TENTANG

PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa dengan usulan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Laporan pelunasan kerugian
daerah atas tanggung jawab saudara ..........cc.ccoccceiiiiiiiiiinn. 2) telah dikembalikan
seluruhnya sebesar Rp. «..ccocovevviiiiiiiiiiennenns (cemeemeemenenenennes );3)

bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan kerugian
daerah yang menjadi beban yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser
Utara;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser
Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .... 4 Tahun .... tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun ...... Nomor ..... );

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah;

Jumlah kerugian daerah atas tanggung jawab saudara ..........cccceeveeiiiiniiniiiiiniinenn.. 2) sesuai
dengan Surat Keterangan tanggung jawab Mutlak sebesar Rp ..o,
3)-

........................... N

Jumlah pengembalian yang terdiri :

a. Setoran Tunai sebesar : Rp. ..c.ocooeviiiiiiniinne ;9)
b. Sisa : Nihil.
Saudara .................. 5) telah melaksanakan pelunasan atas kewajiban untuk mengganti

kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kedua;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal .................... 6

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
8

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, dan unit kerja/instansi.

Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi;

Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara;

Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

B
)
)
4] Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
)
)
’)

Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;

8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS’UD



